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TINJAUAN YURIDIS TERHADAP FENULISAN KLAUSULA BAKU
DALAM LEAFLET PROPERTY MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
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Adagiralk :

Tujauan Yuridis terhiadap Penunlisan Klausuls Baku dalam Leafler Properiy Menurt Undang-
Undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perhodungan Konsumen merupakan susti pencantuman
klausula bakun yang werdapat dalam Leafler Propevty dun telah melanggar darl ketentuan Pasal 18
UUPK tentang Larangan Pencantuman Klsusula Baku yaitu Pasal 18 avat (1) huruf ¢, yang isinya
menyatakan, “bahwa pelaku usaha bediak menolak penyerabian kembali vang yang dibayvarkan atas
barang dan/stau jasa yang dibeli oleh konsumen”, Pasal 18 avat (1) burof g, vang isinya me-
nyatakan, “mnduknya konsumen kepada peruturan yang berupa aturan baru, tambshan, lanjutan,
dan/atsu pengubahan lamjutan yang dibual sepihak oleh pelaku wssba dalem mess konsumen
memantzatkan jasa yang dibelinya”, dan Pasal 18 ayat (2), yang isinya, “pelaku usaba dilarang
mencanqimkan klausula baku vang letak atau bentuknya sulit terlibat atau Hdak dapat dibeca secara
Jeias, atin yang pengungkapannya sulr dimengerti,”

Sanksl Hukum terhadap Perulisan Klausuly Baky dalam £eaffer FProperty Meourzt Undang-
Undang MNomor 8 Tabun 1999 tentang Perlindungun Konsimen dapat dilihal defam Pasal 62 ayal
{1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang iswya, “pelaku usaha vang melangear ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipidana dengan pidana ponjars paling lama 3 (lima) ahun
penjara dtau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupish}.”

Kata kunci: Penulisan klausula baku dalam feafler property

Absirate:

Overview Juridical against Writing Clawse Baky in Leafler Praperty According 1o Law No. 8
af 1998 on Consumer Protection iv an inclusion of stendarid clousss contataed i Leaflel Property
and has viclated the provisians af Article 18 of BFL on Frohibition inclusion of Clause Baku
namely Article 18 paragraph (1} o stating. "that businesses are entitled 1o reject the handover o
the money paid for the goods and / ar services purchased by consumers® Article 18 paragraph (1)
lewter g, stating, “the subjection of conswmer o regwlations that Sorm new riles, additionc,
secondary and [or alteration. of the advarced mode unifaieraily by businesses in the future
constimers fo use services bought ", and Article 18 paragraph (2), the contents,” businesses are
prokibited include standard clavses that location o shapre is difficudt visible or can not be reqd
clearly, or the disclosure of which is difficulr 1o und=ritand.

Enfarcing the Writing Clanse Baku in Leaflet Praperty According to Law No. 8 of 1999 on
Consumer Protection can he found in Avticle 62 paragraph (1) of the Constmer Protection dct the
cantents, "businesses that violate the provisions referred to in Ariicle 18 shall be Prunithed with
imprisonment of five (3) years imprisenment or a maxini fine of Bp. 2.000.000,000.00 (two
billion). "

hevword - Writing standard clavses in praperty leafler

*! Dosen Tetap STIH-Sunpah Perands Palembiang
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A. Pendabuluan

Mansia merupakan makhluk bidup vang
tidak terlepas dan sustu kebutuhan, kebutuhan
digini merupakan suatu kebutuhan guna unmk
melangsungxan keladupsnnya. Menurut tingkat
kepenuinganiya, bahwa keburahan manusia ter-
bagi menjadi 2, yaitu:

1 Kebuiuhan Pokok; Kebutuhan Polok di-
sebit joga Kebutuhan Primer, dimana
dalam kebutehan Primer ini merupakan
hal yang sangat penting dalam kehidu-
pan manusia, seperti kebutuhan Maka-
ain {Pangan), Paksian (Sandang), dan
Furneh {Papan).

2, Kebutohan Tambahan; kebutuhan Tam-
tahan disebut jugs dengan kebutuhan
Sekunder dan kebutohan Tersier. Kebu-
iuhen Sekunder mebiputi {alat malis, me-
J&. separy, dan schapgainya) sedangkan
kebutuhan Tersier lebih menekankan pa-
da Rebutuhan akan sesuatu yang bemnilai
mewsh atau mahal, misaliya {mobil,
motor, perhiasan, dan sebagainya). Di-
mana dzlam hal memenuhi kebutuhan
Tambahan, apabila kebutuhan Pokok te-
lah terpenubi, maka kebutuhan Tamba-
han dapat dipenuhi.

Mamun, dari beberapa kebutuhan manusia
sebagamana yang telah penulis uraikan diatas,
babwa salah satu kebutuhan pokok yang menja-
di kesulitan manusia uniuk memenuhinya yaitu
kebutuban Papan {rumah din/atau tempat ting-
gal), karena saat ini untuk membeli rumah terbi-
lang cukup mshal ditambah dengan harganya
sctiap tahun semakin naik.

Hal ini jika dilihat dari beberapa tahun be-
lakangan, di Indonesia telah terjadi peningkatan
pada sektor perdagangan dan bisnis. Pada sckior
bisnis vang paling terlihat kenatkannva yairg
bidang Property.' dimana banyak sekali transak-
st jual-beli baik secara tunai maupun sale credi,
padahal jika melihat dari jenis kebutuhan many-
sia, property imk merupakan salah satu kebuiu-
han Pokok (Primer) vang harus dipenuhi oleh
manusin. Maka dari itu, onbuk lebih memudah-
kan manusia agar dupat memenuhi kebutuhan
Property, banyak jasa pengembang yang mem-

wma

' Praf. B Subekil, Kot Peagantar Cetakan Kesebelas
P Rochemadt-dneta Pecfangiar, PT, Cira Adina
Bakti, Bandung, 2084, hal v,
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berikan solusi bagi yang ingin membelinya de-
ngan cara sistem sale credit, sale credit merpa-
kan pemberian kredil unpuk pembelian susti ba-
rang dan nasabsh akan menerima barng rerse-
but”, Hal ini pula yang membuat bisnis Propenty
menjadi sangat digeman olch para lnvestor, se-
fain sifat dati investas Property yang lebib Sus-
tainable, arlinya dapat bertabin dalam waki
yang lama'berjangica panjang, investusi Properny
juga Potensial. Property vang dimaksud adalah
berupa Rumah, Perumahban, Buko, Ville, Tanak
dan Apartement.

Fasar Properiy di Indonesia juga lumayan
menarik, hal ini disebabkan karena Investornya
masih didominasi oleb pura pengusaha Property
Lokal. Selain itu, kucuran dana asing jugs terus
mengalir deras ke bidang Property Nasicnal,
Maka tidak bisa dipungkiri bahwa mvestasi Pro-
perty sangat menguntungkan. Melihat peluang
tersebut, itu berarti Property di Indonesis akan
terus bertumbuh dan bertumbuh lagi.

Idealnya, perkembangan teknologi infor-
masi den komunikasi juga berjalan pesat seinng
berjalannys laju pembangunan nasional di sega-
la bidang, hal ini meountut agar masyvarakat ber-
gerak dengan cepat dan ¢fisien dalam memenu-
hi kebusuhan hidupnya.” Maka dari itu, sebagian
besar pelaku usaha sering menggunokan Media
Massa baik Media Cetak seperti (Majalah, Ko-
ran Brosur, Leaflet dan sebagminya) maupun
Media Elcktronik seperti {TV, Radio, Internet,
dan sebagainya) ontuk memasarkan produk
yang dihasilkan dengan cara memasang iklan?

Dengan adanya iklan, maka pelaku usaha
akan menemukan cara vang mudah untuk mem-
perkenalkan dan memasarkan produk barang
dan‘atau jasa yang ditawarken kepads konsu-
men, dan dengan cara tersebut juga mereka akan
dapat menjalankan usahanva secara lancar de-
ngan berbagai keuntungan besar vang dipers
olech. Bahkan terkadang pelaku usaha sering
menghalalkan segala care dalam mempromosi-
kan barang dan/mlau jasa yang ditawarkannya
kepads konsumen dengan maksud agar konsu-

* De. Rudyanti Dorotea Tobing, Hikwm, Konswmen dar
Mosparafar, LaksBang Medistama, Yogyakarma, 2015,
hal, 38,
* Eli Wurls Dewi, Futum Perlindungan Kansumon, Gra-
Eu T, ¥ ogyakarta, 2005, hal 30,
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men tenank dan berminar untuk membel, se-
hingga pelaku usaha bisa meraup keuntingan
vang besar. Sebagai contoh adalah metalui iklan
pelaku usaha sering mempromosikan bacang
dan/atau jasa yang ditawarkannya dengan infor-
masi yang terlalu beriebihan, dan mformas
vang disampaikan tidek sesusi dergan kondisi
dan keadaan wujud aslinya.

Dapat dikatakan bahwa prowios: itu meri-
pakan mtisar: dan ujung tombak deri pemasaran,
terulams pads zaman sekarang dimang perse-
ngan semakin keras. Keberhasilan pemasaesn
suamu produk banyak direntukan dari vsaba pro-
mosinya sehingga tidak hevan perusghaan vang
berhastl seringkali menggunakan lebih banvak
dananya untuk promosi daripade untuk pembus-
tan produk.”

Dalam bukuaya Alvin Toffler membalias
bangkitnys industri rakyat. Ta meramalkan nega-
ra dan dunig skan ditandai dengan pengusaha
vang bekerja dengan teknologs tinggi di linghu-
agen yang murah, yakni rumah mereka; dim ge-
Jjak 20 whtn pandangan Toffler itu, bisnis rumu-
han teloh menjadi fenomena vang terus berkem-
bang.

Berkaitan dengan ikian promost suatu ba-
rang dan‘atau jasa yang dimuat dalam Leafor,
dapat dikatakan pula bahwa Leaflet merupakan
tulisan yang dimuat dalam sclebaran kertas so-
bagai bentuk iklsn untuk mempromosikan suat
barang dan/atan jass yang diperdagangkin, isti-
lah Leafler sama halnya dengan Brosur. Pelaku
usaha sering mencantumbkan klsusula baku dida-
lam Leafler tersebut yang isinva berbunyi *Fe
rubahan dapat terjadi Sewakiu-waktu dan Me-
rupakan Hak Penvk Develpper dan Brosur Ind
tidak bisa difodiken alar dan buldi fukum™ dan
tulisan imi dibuat sedemikian kecilnya sera dile-
takkan ditempat yvang terkadang koosumen sulit
untuk dapat membacanya bahkan bahusanya ju-
2a sulit untuk dimengenti oleh schagian orang,
serta tulisan [ain seperti “Uang Tanda Sfadi
(Liang Muka) dianggap hangus dan tidak dapet
dikembalikan Apabila persvaratan atau bevkas
KPR tidak dilenghapl Selambat-lambatava 2
(dum) minggu setelah Tanda Jodi™ tidak banya
itu saja klausula vang pelaku usahia cantumkan
dalam Leafiet, bahkan pelaku usaha memuat ju-

" Jeffrey P, Davidson, Kiat Panasaran dmpah Bagt Bls-
s Remahiar, Abdi Tandue, Jakaoin, 150, hal, 5,

Aieria BRair

ga tmilsan mengenat “Pernhahan Harga Jual
Sewaktu-wakin dapat berubah tampa pemberita-
fieant terfehih doful’.

Membaca wlisan vang terdapat pada feal
fof property ersebut, terbukti bahwa pada bebe-
ripa sisi menunjukkan adanya kelemahan pada
kon=umen selingga korsumen tidak mempu-
aval keduduken vang “eman” dibandingksn de-
ngan kedudukan -produsent yang reladf lebih
Kuat. Padabal seperti yang kita ketahui bahwea
konsumen sams halnya dengan Raja, semesti-
nya dilnterpretasikan secars kritis. Namun pada
kenvataannya tidakiah demikisn. Konsamen se-
laln dikontruksikan dalam kerangka konsumtif,
Artinya, cenderung menjadi korban dalam hu-
bungan jual beli dengan produsen.

Meskipun di Indonesia saat ind telsh ada
Undang-Undang yang miengatur tentang perlin-
dungan konsumen. Mamun dalam praktiknya,
rmasth banyak para pelaky ussha yang meacan-
tumkan klausula lersebut, ponvimpangan-pe-
nysmpangan masth saja terjadi. Seperti halnya
penyimpangan terhadap perulisan Klausula Ba-
ku dalam LeafTer Property vang telah penulis je-
laskan diatas.

Maka ‘den itu, hal inilah yvang membuat
penulis bennisiatif dan ingin menelaah lehih
lanjut terkait dengan Tinjasan Yuridis terhadap
Penulisan Klausula Baku dalam Leafler Proper-
¥ Menunut Updsng-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindengan Konsumen sebagai
pbiek penelitian hukum,

B. Permasalahan

Berdasarkan pada wraian latar belakang
masdiah diatas, maka perlu diromuskan sugm
permazstiahan vang disisun sccara sistematis,
schingga memberikun gambaran yang jelas dan
merindabkan  pemahaman  terhadap masalah
yang ditchit.

Masalah-masalah yang skan dibahas dan
dicoba ditemukan jawabannya dalam penelitian
hukurn yang dilakukan adalah ;

. Bagmimana Tmjasan Yeridis terbadap
Penulizan Kiausuls Baku dalam Legfler
Praperty Menurut Undang-Undang No-
mor & Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsursien ?

Bagaimana Sanksi Hukum terhadap Pe-
nulisan Klausuln Baku dalam Legflet

[ 9]
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Property Menurst Undang-Undang No-
mior & Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen?

C. Pembahasan

1. Tinjauan Yuridis terhadap Penulisan
Khausula Baku dalam Feafler Propery
Menurmt Undang-Undang Nomor § Ta-
hun 1999 fentang Perlindungun Konso-
men

Ahli hukum Indonesia, Mariam Darus
Badrulzaman menyimpulkan bahwa penanjian
standar itu bertentangan dengan asas kebebasan
berkontrak yang bertanggung jawab, terfehih-
lebib lapi ditiniau dan asas-asas hukien nasio-
nal, dimana akhimya b:l:pnmtmp:aﬂ masyarakat-
tah yang didahulukin,*

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat dalam
kenyataannmya KUHPerdata sendini memberikan
pembatasan-pembatazan terhadap asas kebeba-
san berkontrak 1. Misalnya terdapat ketentean
vang mengatakan. suniy perjengian tidak dapat
ditarik kembali selain dengan kala sepakat ke-
dua belah pihak aau karena alosan lain vang di-
nyatakan dengan Undang-Undang, KUHPerdata
juga menyebutkan tiga alasan yang dapst me-
nychabkan suatn perjanjian, yokni paksaan
(dwang}, kekhilafan (dwaling), dan perjanjian
(bedrog). Ketiza alasan ini dimaksudkan oleh
Undang-Undang -sehagai pembatasan tﬁh&dﬂp
berlakunya asas kehebasan beckontrak,”

Berdasarkan judul penelitian ins, bahwa
dalam-Legfler Property fendapat Pescanturian
Klausula baku yvasg menyimpang dari ketentian
Pencantuman Klausula baku dalam Pasgal 18
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Kopsumen, berikut pemulis urai-
kan dibawah ini, yaimu;

- Perubahan dapat terjedi Sewakiu-waktu
dan Merupakan Hak Penuh Developer
dan Brosur ini tidak bisa difadikan alar
et Brekei Fepkam,

- Vang Tanda Jodi (Uang Muka) digng-
gap hangus dan fdak dapat ditembali-
kan Apabila persyaratan atau  berkas

¥ Mariam Daras Badruleatvan, Perfindigan  torhadip
Eeveszemen Dilthar dart Perianyian Baks (Standari, Binn-
cipta, 1986, hal 54,

"Shiderta, Lov Cit, hal. 122,
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KPR tidak dilenekapi Selambar-favshat-

myer 2 (i wringen setelall Tonda Jads,

= Perubahon Harga feal Sewafdu-wakin
dapat berrdich fanpa pemberiiahuan ter-
febiht defula. '

Bahkar tulisan tersebut kerap diletakkan
pada posisi yang sulit untuk dilikar kavena tuli-
sannye sanget kecil dengan menggunakan uki-
ranm font kuranig lebik 8 (delapan) ukuran hinaf
dan biasanva pads posisi paling bawah pada
Leafler Property serta jika dibaca tulisan erse-
but cukup sulit untuk dirmengern. Hal i jelas
telah menyvimpang dart suatu aturen perundang-
undangan yvang berlaku,

Sebopaimant  Ketentugn Pencantuman
Klausula Baku berdasarka Undang-Undang No-
mor & Tahun 19%% tentang Perlindungan Kon-
suimeen pada Pasal 18 adalah:®
* Pasal 18 Undang-Undang Nomaor 8 Tahun

1999 tentsng Perlindungan Kousumen®
{1} Pelaku usaha dalam menawarkan barang

dan‘atnn jasa yang ditojukan uatuk di-

perdagangkan dilarang membuat atan

mencantumkan kiausula baku pada se-
tigp dokumen dan/stan perjanjian apahi-
la:

& Menvalakan ponpgrlihan Eogpang ja-
wob pelaku usaha;

b, Meoyatakan bahwa pelaku psaha
bérhak menolak penverahan kembali
barang vang dibeli oleh konsumen;

€ Menyvatakan habwa peleku usaha
berhak menolak penverahan kembali
dang yang dibayorkan atas barang
dan/stan jasa yang dibeli oleh konsu-
men; dalam Leaflet Properiy tulisan
Klatisuls baku berupa "Lang Tanda
Jadi (Tlang Muka) dianggap hangus
dian Hdak dapat ditembalikan Apa-
biln persyaratan ataw berkos KPR
{idak difenghkapi Selambar-lambamya
2 fdua) minggw setelgh Tanda Jadl™,

d. Menyatakmn pembesian kuasa dari
konsumen kepada pelaku usaha baik
secara langsung maupun tidak lang-
sung uniuk melakukan segala tinda-

' lndonesla, Dndane Undang Nomar 8 Tahus 1999 fen-
tong Perlinduagan Kewrawen, LN Tohun P95 Mo, 42,
TN Mo 3820, Lang £,

? Ibid,



kan sepihak yang berkaitan dengan

barang yang dibeli oleh konsumen

SCCAra ANESuran;

e Mengatmr perihal pembuktian atas
hilangnya kegunaan barang atau pe-
maniaatsn jasa yang dibel oleh kon-
sumen;

f. Memben hsk kepada pelaku usaha
mntuk mengurangt manfaat jasa atau
mengurang harta kekavaan konsu-

men yvang menjadi obyck jual beli ja-

sa;

g Menyatakan mnduknya konsismen
kepada peraturan yang berupa aturas
baru, tambehan, lanjutan danatau
pengubahan lanjutan yang dibust se-
pihak cleh pelaku vsaha dalam masa
konsumen memantaatkan jasa vang
dibelinya; dalam Leafler Properny
berupa rlisan “FPerubahon dapar ter-
Jadi Sewaktu-wakin dan Merupakan
Hak Penuh Developer dam Brosur ini
tidak bisa difadikan alor dan buksi
faakrien ™,

h. Menyatukan bahws konsumen mem-
beri kuasa kepads pelaku usaha un-
k. pembebanan hak tinggungan,
hak gadai, stau hak jaminan terhadap
barang yang dibeli oleh konsumen
SECATA AngSuTal;

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan
klausula baku yeng letak atau bentknya
sulit terlihat atau tidak dapat dibaca se-
cara jelas, atsu yang peagungkapannya
sulit dimengerti;dalam Leaflet Property
tulisan dengan font keeil dan letaknya di
paling bawah leaflet seperti *Perbahan
Harga Jual Sewakmni-waktu dapal bery-
bah tanpa pemberitalman teriehif daku-
in”

(3) Setigp klausula baku yang telab ditetap-
kan oleh pelaku ussha pada dokumen
atau perjanfian yang memenuhi keieano-
&n sehagatmana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dinyatakan batal demi hu-
k.,

(4) Pelaku usaba wajib menvesuaikan klau-
sula baku yang bertentangan dengan un-
dang-undang ini,

Tinjawan Yurldis Tervadap Pesaiisen Blana ok Dafam Ceafled Properi ..

Fitrtg Khiire

Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang No-
mor 8 Tahiea 1999 tentang Perlindo-ngan
Konsumen
Ayat (1)
“larangan imi dimoksudian wnnk me-
aempathan kedwdikan Xovimeren seigra
dengant pelaku usaha berdasarkan prin-
sip kebebasan berkontrak”, '

Apabils kita mescermati substansi Pa-
sal 18 avat (1), yaitu larangan membuat dan/
atau mencantwmian klausula baku pada se-
tiap dokumen dan‘stau perjanjian yang me-
nyatakan pengaliban tanggung jawab pelaku
usaha (huruf aj, seharusnye larangan terse-
bt dibatasi hanva untuk jangka wakiu 4
{empat) tabun sesuai ketenduan Pasal 27 hu-
ruf e UUPK. Pasal ini menentukan peluku
usaha yang memprodulksi barang dibebaskan
dari tanggung jawab atas kerugian vang di-
derita konsument, apabila lewatnya jangka
waktu penuntutan 4 {empat) (ahun sejak ba-
rang ditieli atau lewamyva jangka waktu yang
diperjanjikan, Olch karena it, ketentoan ini
berlehihan, karena sama sckali menutup ke-
mungkinan bagi pelaku uvsaha untuk lepas
dari tanggung jawab dengan cara mencan-
mmﬁannya dalamy klsusula baku seperti
il

Menyangkut larangan mencantumkan
klausula baku yang menyatakan bahwa pe-
lakn usaha berhak menclak penverahan
kembali barang yang dibeli konsumen seba-
gatmana terschut dalam Pasal 18 hunaf b, se-
baiknya ada batas wakmi vang wajar. Hal i
merupakan passngan dari larangan klausula
beku yang menyatakin bahwa pelaku usaha
berhak menolak penveraban kembal uang
yang dibayarkan atas barang dan/atay jasa
vang dibel oleh konsumen (huruf c). Jadi,
pelaku usaka dilarang untuk tidek mencrima
kombali barang vang sudah dijualnya dan t-
dak mengembalikan uang yang telah diteri-
manys sebagai pembayaran zias barang ter-
scbut, tetapi tentu saja jika pengembalian

" hid

" Ahmadi Mir dsa’ Sutarman Yoda, Hieksizen: Perlincs

npan Kensumer, PT RaiaGrafindo Persada, Takarta, 2015,

hal. 114
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barang tersebut dﬂugan a]asanﬂmn VAT
dibenarkan oleh hukum.™

Larangan dalam huruf d dar Pasal 18
avat (1) sudah tepat. Klausula bake vanpg
berisikan pemberian kussa dan konsumen
kepada pelaku usaha untuk melakukan sega-
Ia tindakan sepihak yang berkaitan dengan
barang dibeli secara angsuran adalah tidak
adil, Disamping i, dapat dikualifikasikan
sebagai penyalahgunaan keadaan kensumen,
demikian juga kn:tmman Pasal 18 ayat (1)
buruf f dan haruf b."

Eetentuan larangan membuat kKlausula
baku bagi pclaku usaha yang rersebut dalam
huruf ¢ dari Pasal 18 ayat (1}, tampak periu
pula direvisi. Larangan bagi pelaku uszha
membuat klaosula baku dalam huruf e se-
harusaya tidak hanya berkenaan dengan hi-
langrya kegunaan barang atau pemanfastan
jasa yang dibeli oleh konsumen, tetapi juga
perihal berkurangnya kegunaan barang atau
jasa. Sehingga bunyi lengkapnya larangan
terschut yaity, “mengatur perthal pembuki-
a atas hilangnya dan berkurangnya keguna-
an barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli
oleh konsumen™."”

Apabila larangan klausula baku lerbe-
tas hanva pada perihal hilangnya kegunasas
barang atau jasa, maka pelaku usaha dapat
memanfaatkan kelemaehan aturan yang ada
dengan menunjuk pada persoalan berkurang-
nya kegunaan barang atau jasa di dalam sua-
tu klausula baku."

Khusus menyangkul larangan dalam
Pasal 18 ayat (1) huruf g dapat dimengerti
bahwa ketentuan ini dimaksudkan uniuk me-
lindungi konsumen, akan tetapi dengan ke-
tentuan ini- banvak pelaku usaha “merasa”™
dirugikan. misalnya pihak pelaku usaha Fro-
perty.®

Berkenaan dengan hal tersebur, kegn-
taan Pasal 18 ayat (1) huruf g dapat periu
ditclaah kembali, mengingat perbindungan
konsumen yang dimaksud dalam undang-
undang ini tidak harus berpihak pada kepen-

"% ihict, bad, 110,
13 ]T-hfd
M e,
5 fhiel., bal. 112,
" ihid,
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tingan konsumen yong merugikan kepenti-
ngan pelaku usaha  Sesual asas kescimb-
ngan dalam hukum perlindungan konsumen,
sehmrusnyva kepentingan semua pihak hatus
dilindungi termasuk kepentingan pemerintah
datam pembangunen nasional dan harus
mendEpal porsi vang sﬂilnhm:,g.r"

Berkenaan dengan hal tersebut, Ahma-
di Mins mengatakas bahwa, praktik pembu-
atan kiausula baku vang sekarang bertenta-
ngan ketentuan dengan Pasal 18 ayat (1) hu-
raf g tersebut sudsh berlangsung scjak lama,
sehinppa ketenman Pasal 18 ayat (1) huruf' g
tersebut tentu saja dimaksudkan vatuk mela-
rang prakiik pembuatan klansala semacam
it

Jikn mencermati ketentuan dalam Pa-
gal 18 ayat (2} behwa ketentuan Larangan
Pencaniunran Flawsula balu yang letak atau
bentuknya suhit erlihat atao tidak dapat di-
baca sécars jelas, atau yang pengungkapan-
aye sulit dimengerty, Artinya perjanjian ter-
sebut hanva dibaca sekilas, tanpa dipahami
zocaras  mendalam  konschkuensi  yurdisnya,
vang membuoal konsumen sering tdak tabu
apa yang menjsd haknya,

henpenai passl 18 ayar (3) dan ayat
{4) menumt panulis sudah tepat karena me-
rigatur tenting perthal akibat hukum dan pe-
ngatusan yang tegas unluk mewsapibkan bagi
pelaki usahe menvesuarkan klaossula baku
vang berlentangan denpan Undang-undang
Perhndungsn Konsemen,

2. Sanksi Hukum terhadap Penulisan Klau-
sula Baku dalam Leaflet Property Menu-
rut Undang-Undang Nomor ¥ Tahun
1999 tentang Pevlindungan Konsumen

Piranti hukum vang melindungl konsumen
tidok dismiksodian untuk mematikan Usaha para
pelaku usahn, tetapl justre sebaliknya perlindu-
ngan konsumen depat mendorong iklim bengsa-
ha vang sehat yang mendorong lahirnya perusi-
haan yang engguh dalém menghadapi pc:rsm
ngen ekl p:'.\l}l.-.lln.ldl'l barang dan/atau jasa
yang berkualitas,”

Di samping iy, Undang-Undang fentang

—
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Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaan-
nya tetap membenikan perhatian khusus kepada
pelaku usaha kecil dan menengah. Hal it dila-
kukan melalui upava pembinaan dan penerapan
sanksi atas pelanggarannya *

Sebagaimana yang tercantum dalam Ba-
gian Kedus Undang-undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa
terhadap pelanggaran Penulison Klassula Baku
dapat dixenakan ‘:ml:u Pidana sebagnimana
vang diatur dalam Pasal:’

- Pasal 6] yang isinya, “Pepuntutan Pida-
na dapat ditakukan terhadap pelaku uss-
ha dan/mtan pcngumsrtya."

- Pasal 62 aynt (1) veng isinya, “Pelaku
usaha vang melanggar ketentuan seba-
gaimana dimaksud dalam Pasal 8; Pasal
9; Pasal 10 Pasal 13 avat (2); Pasal 15;
Pagal 17 ayat (1) buraf a; humd b, huruf
¢, hurmif & dun ayat (23, dan Pasal 18 di-
pidana dengan pidann penjara paling la-
ma 3 (lima) tahun atan pidans denda pa-
ling hanyak Ep. 2 000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).”

Yang termasuk pada tindak pidana yang
diancam dengan pidana penfard paling lama
lima tahun pada Pasal 18, yaine™ Sehubungan
dengan 'Emnl:i-ﬁ Kontrak adelah penggunaasn
Klausula baku™ seperti pada Penulisan Klausula
baku dalam Leaffer Property vang telsh miclang-
garmenyimpang dari ketentuan Undang-undang
Nomor B Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, adalzh sebagai berikut ™

1) Pasal 18 ayat (1) huruf ¢ yang isinya me-
myatakan,“bahwe peiaku usaha berhak
menolak penverahan kembali vang yang
dibayarkan atas barang dnmamu jasa
vang dibeli cleh konsumen,™

2} Pasal 18 ayat (1) huruf g yang isinya
menyatakan, “runduknya konsumen ke-
pada perafuran vang berupa aturan bar,
tambahan, lanjutan, dan/atau penguba-

=

= [hid.
*UTirid., . 284-2485.
Lr.i.'un' hial. 148-149
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han lanjutan yang dibuat sepihak oleh
pelaku usaha dalam masa konsumen
meman fasikan jasa yang dibelinya,™™

3) Pasal 18 ayat {2) yang isinys, “pelaku
usaba dilarang mencantumkan klausula
baku yang letak atau bentukmya sulit ter-
lihat atau tidak dapat dibaca sccara jelas,
atau yang pengungkapannya sulit dime-
fgern,™

Penyimpangan/pelanggaran dalam peng-
gunaan Klausula baku ini telah dipertegas kon-
sekuensi yuridisnva cleh Pasal 18 ayat (3) vang
isinya “Setiap Klausula baku vang telah ditetap-
kan oleh pelaku usahe pada dokumen atau per-
janjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada syat tl} dan avai {2} dinyatakan
Batal Demi Hukum™.**

Menyimak larangan-larangan yang diatur
di dalam beberapa Pasal dari Undang-Undang
Nomor & Tahen 1999 tentang Perlindungan
Konsumen di atas, dapat dipahami babwa:>

. Larangon-larangan ity memperiegas pe-
lsksanaan lewajiban  produsen-pelaku
usaha,

2, Larangan-larangan itu juga dimaksudkan
wntuk melindungi dua macam kepenti-
ngan, ¥alni Aepentimgan weim  yang
berkaitan  devgan perckonomian dan
pembangunan nasional, dan kepentingan
fneivic, vang berkaitan dengan hak-hak
konsunien.

3. Disamping itw, larangan-larangan it
meavajukkan kepada produsen babwa
merckas  mempunym  tanggung  jawab
sebagai produsen-pelake usaha seku-
rang-kurangnys dalam dua aspek, yaitu:
Pertama, bertanggung jawab untuk men-
ciptekan iklim berusaha yang sehat, baik
antars sesama pelaku usaha maupun an-
tara pelaku usaha dan masyarakat konsu-
men. Dengan dipenuhinya larangan-tara-
ngan tersebut maka hal-hal vang menim-
bulkan distorsi pasar, persaingan tidak
sehat, dan hal lain yang potensial untuk
merusak siruktur kehidupan perskono-
mian nasional dapat dihindarkan, De-

5 hid,
A7 thid.
% i,
* Janus Sidsbalok, LocCit., hal. 79,
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ngan demikian, roda pembangunan nasi-
onal dapat berjalan dengan baik. Ini ber-
arti tugas, kewajiban, dan tanggung ja-
wab setiap pelaku usahalah untuk senan-
tiasa mewujudkan iklim bernsaha yang
sehat 2

Kedua, bertangeung jawab melindung)
masyarakat konsumen baik sendin-sen-
diri maupun keseluruhan dari kemungki-
nan timbuliya kerugian terhadap din
konsumen ataupun harta bendanya. De-
ngan ini dimaksudkan pula bahwa tugas
untuk menjaga kesgjahteraan rakoyat me-
lalui penvediaan keburihan yang baik,
sehat, dan berkualitas juga merupakan
tanggung jawab produsen sebagai pelaku
usaha, Produsen sebagai pelaku usaha
mempunyai tanggung jawab terhadap se-
gala bentuk kerugian vang diderita kon-
sumen karend memakai atan mengon-
sumsi qll'l:ldlllﬂi}'ﬂ. yang menimbulkan ke-
rugian.

Maka secara tidak langsung, bahwa kon-
sumen dalam hal ini telah dirugikan haknya sc-
bagaimana yang tertera didalam Pasal 4 pada
huaruf {d), huruf (@), dan buruf (h) Undang-tin-
dang Momor 8 Tahun 1999 tentang Perlindu-
ngan Konsumen yang isinya:

- Pasal 4 huruf () “Hak untuk didengar
pendapat dan kelubannya atas barang
dan/atau jasa yang digunakan.”

- Pasal 4 huruf (g) “Hak unwk diperlaku-
kan atau dilayani secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif.”

- Pasal 4 houruf (h) “Hak untuk mendapat-
kan kompensasi, ganti rugi, dan‘atau
penggantian apabila barang dan/atau jasa
vang diterima tidak scsuai dengan per-
janjian atau tdak sebagaimans mesn-
mya.”

Serta pelaku usaha juga telah mengabai-
kan kewajibannya sebagai pelabu usaha seba-
gaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 huref
(¢} dan huruf (g) vang isinya adalah sebagai
berikut:"

- Pasal 7 bumf(c), "“Memperlabukan atao

* thid,, hal. 80.

 1hid,

2 Isnug Sidobalok, Loc 7, hol 264,
" Ibid,, hal, 263,
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melayani konsumen sccara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif.”

- Pasal 7 huruf (g), “Memben kompensa-
si; ganti rugl; dan/atau penggantian akas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian,
dan pemanfaaien barang dan‘atan jasa
vang diperdagangkan.”

. Penuiup
Berdasarkar uraian vang telah dikernuka-
kan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dita-
rik kesimpulan dan sargn-Saran sebagai benkut:
1. Wesimpulan

2. Tinjausn Yuridis terhadap Penulisan
Klausule Bake dalam Leaffer Pro-
perty Menurut Undang-Undang No-
mor ® Tabun 1999 tentang Perlindu-
ngan Konsumen, Ketentuan yang di-
langgar tevhadap Penelisan Klausula
baku dalam Léaffer Property, dianta-
ranya: Pasat 18 avat (1) hurof c; Pa-
sal 1% avat (1) hurul g Pasal 18 ayat

(2h
b, Sanksi Hukum terhadap Penulisan
Khausula Baku dalam LeagfTel Pro-
perty Menurut Undang-Undang No-
mer 8 Tahon 1999 tentang Porlinda-
npan Konsamen, terdapat dalam Pa-
sal 62 avat (1) berupa sanksi pidana
penjurs paling lama 5 (lima) tahun
atan pidana denda paling banyak Rp.
200000000000 {dua miliar Tupi-

ahj.

2. Saran-Saran _

a. Sebalkmya Pemerintah melakukan
petgawasan secara intensif ferhadap
Pelaksanaan Undang-Undang Namior
& Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konswmen agsr dapal berjalan secars
efeknf

b, Pelaku usaba seharusnya dapat me-
mahami tentang teori berwirapsaha
dalam dunia bispis di oegara kukom
agar dapat membenkan ttik keseim-
bangan dalam berranseksi antara
produsen dan konswmen sebagaima-
na yang ditegaskan dalam ssas kebe-
basan berkonirak.

g Masyarskat sebaiknya bijak menjadi
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konsumien dalam duniz perdsgangan haknya menjudi konsumen serta kri-
dan bisnis terutama di bidang Pro- tis dalam mendapatkan tawaran dari
perty agar tidek nwsdah dikelabw ikian-iklan yang dipromosikan.

oleh pelaku usaha dan sadar skan
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